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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perusahaan yang melanggar
atau tidak patuh terhadap BPJS Kesehatan. Masih sering terjadi pihak
perusahaan enggan mendaftarkan dan membayar jaminan kesehatan
karyawannya, memanipulasi data karyawan kepada pihak BPIS,
penggelapan dana jaminan kesehatan perusahaan, serta pelanggaran
yang lainnya. Sehingga penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana
dampak perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan
serta bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait hal
tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana
dampak dari perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan
kesehatan terhadap karyawannya, 2) Bagaimana jaminan sosial BPJS
Kesehatan terhadap karyawan menurut perspektif hukum positif, 3)
Bagaimana jaminan sosial BPJS Kesehatan jika ditinjau dari hukum
islam. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan dampak dari
perusahaan yang tidak menyelenggarakan jaminan kesehatan terhadap
karyawannya, 2) Menganalisis tinjauan hukum positif tentang jaminan
kesehatan terhadap karyawan, 3) Menganalisis tinjauan hukum islam
dalam penyelanggaraan jaminan sosial BPJS kesehatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Selain itu teknis analisis data yang digunakan adalah
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analisis sebelum lapangan dan analisis selama dan setelah di lapangan
(kondensasi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi).
Teknik pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjang kehadiran.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewajiban mendaftarkan
BPJS Kesehatan berlaku bagi setiap perusahaan. Jika terjadi
pelanggaran maka perusahaan yang bersangkutan akan dijatuhi
hukuman andministrasi atau pidana, 2) Dalam penerapannya, jaminan
kesehatan karyawan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan, 3) Penyelenggaraan
dan transaksi BPJS Kesehatan masih menjadi perdebatan dalam
hukum Islam. Terdapat 2 pendapat berbeda, ada yang membolehkan
dan tidak membolehkan.
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This research is motivated by companies that violate or do not
comply with BPJS Health. It is still common for companies to be
reluctant to register and pay for their employees' health insurance,
manipulate employee data to BPJS, embezzle company health
insurance funds, and other violations. Therefore, the author wants to
delve deeper into the impact of companies not providing health
insurance and the perspectives of positive law and Islamic law on this
matter.

The research focuses on: 1) What is the impact on employees of
companies that do not provide health insurance? 2) How does BPJS
Health provide social security to employees from the perspective of
positive law? 3) How is BPJS Health social security viewed from
Islamic law? The objectives of this research are: 1) To describe the
impact on employees of companies that do not provide health
insurance. 2) To analyze the positive law perspective on health
insurance for employees. 3) To analyze the Islamic law perspective on
the administration of BPJS Health social security.

This type of research is empirical legal research using a
qualitative approach. The data collection techniques used in this
research are interviews, observation, and documentation.
Additionally, the data analysis techniques employed are pre-field
analysis and analysis during and after fieldwork (data condensation,
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data display, conclusion drawing, and verification). The data validity
checking technique is extending the presence.

The results of this research indicate that: 1) The obligation to
register for BPJS Health applies to every company. If violations occur,
the company will be subjected to administrative or criminal penalties.
2) In practice, employee health insurance can be implemented
gradually in accordance with Law No. 24 of 2011 on BPJS Health. 3)
The administration and transactions of BPJS Health are still debated
in Islamic law. There are two differing opinions: some allow it, and
some do not.
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